BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu
untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai
berikut :

1. Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota
Padang dilakukan befdaéarkén kewehangan yang diberikan oleh Peraturan Menteri
Agraria No. 11 Tahun 2016 melalui tahapan paparan dan mediasi, selanjutnya
dimana para pihak yang bersengketa tersebut dihadirkan/dipertemukan guna
membahas penyelesaian sengketa yang dialami, setelah dilakukan pertemuan antara
kedua belah pihak maka dilakukan pengukuran berdasarkan sertifikat hak milik atas
tanah, dimana dalam sertifikat tersebut terdapat informasi berupa gambaran luas
tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian setelah memperoleh hasil pengukuran
maka dapat diketahui apakah tanah yang sekarang sesuai atau tidak dengan yang ada
di sertifikat, apabila sesuai, maka permasalahan tersebut terselesaikan bahwa tanah
tersebut tidak terjadirsengketa batas, apabila tidak sesuai dilakukan mediasi berupa
tata cara pengembalian batas yang kurang antara para pihak, sampai ada titik temu
atau kesepakatan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016
tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan tidak memuat ketentuan mengenai upaya
hukum atas penyelesaian sengketa pertanahan. Oleh karena produk hukum atas
Penyelsaian sengketa atau konflik pertanahan adalah sebagaimana yang dimaksud

dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), yakni berupa pembatalan hak atas tanah atau



pembatalan sertifikat, yang mana hal tersebut adalah suatu Keputusan Adminsitrasi
Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking),
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sehingga upaya hukum
atas keputusan tata usaha Negara tersebut adalah mengajukan Gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara.; dan

2. Ketidakhadiran itu bisa dari salah satu pihak juga bisa dari kedua belah pihak yang
enggan untuk datang 'dal‘am écara mediasi yang telah ditentukan Badan Pertanahan
Nasional Kota Padang selaku mediator, sehingga menghambat dalam proses mediasi
karena dalam proses mediasi tersebut haruslah menghadirkan kedua belah pihak yang
bersengketa, serta minimnya pengetahuan Kantor Pertanaha Kota Padang tentang
asal usul dan riwayat tanah ulayat (pusako), karena riwayat tanah di Kota Padang
besrumber = dari tanah ‘ulayat (pusako), maka kecendrungan masyarakat

menyelesaikan masalah melalui kantor pertanahan minim sekali.

B. Saran
1. Pentingnya setiap sengketa pertanahan yang kan dijaukan oleh Para Pihak harus melalui
Kantor Pertanahan, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional sebagai rumpun eksekutif
yang mempunyai fungsi penerbitan status hak atas tanah dan pengendalian tanah; dan
2. Badan Pertanahan Nasional wajib memberikan penyuluhan dan sosialisasi sosialisasi

kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat



menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi, sehingga masyarakat mengetahuinya

serta menjadikan mediasi salah satu solusi penyelesaian sengkta batas tanah.
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